
 

 

 



 

 

  

 K A T A P E N G A N T A R 
 
 
 
 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Tata Usaha dan 
Rumah Tangga Tahun 2016, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban 
keberhasilan dan atau kegagalan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dalam 
mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Biro 
Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha – BSN, sesuai Rencana Kinerja yang 
telah ditetapkan. Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Bagian 
Tata Usaha dan Rumah Tangga dalam Tahun 2016, yang terkait dengan proses 
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Kinerja Tahun 2016, yang sekaligus merupakan merupakan mata rantai capaian 
kinerja dari tahun - tahun sebelumnya.  
 

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini, 
diharapkan  Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dapat memberikan 
informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan 
kepada stakeholders, dan pihak- pihak yang berkepentingan.  

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 
2016 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi 
untuk menilai kinerja bagi aparatur Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga – 
Biro PKT. 
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1.1 LATAR BELAKANG 

 

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan 

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.  

 

Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro 

Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT), sebagai salah satu unit 

kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja. Laporan Kinerja di lingkungan BSN telah 

disusun secara berjenjang. 

 

 Mulai tahun 2016, seluruh Eselon III di masing-masing Unit Kerja Eselon II 

diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Eselon III. Kinerja Bagian Tata 

Usaha dan Rumah Tangga (Bagian TURT) sebagai salah satu Eselon III di 

bawah Biro PKT memberikan kontribusi pada kinerja Biro PKT. Oleh karena 

itu, pada tahun 2016 Bagian TURT - Biro PKT mulai menyusun Laporan 

Kinerja Tahun 2016 yang merupakan bahan masukan dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Biro PKT BSN tahun 2016.  
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1.2  MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian 

TURT - Biro PKT adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik atas 

pelaksanaan program/ kegiatan serta 

akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai 

visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Memberikan informasi kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

2. Sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

 

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan 

sebagai dasar penyusunan beberapa 

rekomendasi untuk menjadi masukan dalam 

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan 

datang sehingga dapat meningkatkan kinerja 

unit kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 TUGAS DAN FUNGSI  

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah 

salah satu Eselon III di lingkungan Biro PKT 

BSN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-

1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan 

kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 

965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi 

dan tata kerja BSN, tugas Bagian TURT - Biro 

PKT adalah melaksanakan urusan tata 

persuratan, kearsipan, penggandaan, rumah 

tangga, perjalanan dinas, penggajian serta 

urusan pengadaan, penyimpanan, 

penyaluran, inventarisasi dan penghapusan 

barang/kekayaan milik negara. 

 
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, 

Bagian TURT - Biro PKT menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Pelaksanaan urusan tata persuratan, 

kearsipan, persandian dan penggandaan; 

2. Pelaksanan urusan perjalanan dinas dan 

penggajian; 

3. Pelaksanaan urusan pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran, inventarisasi 

dan penghapusan barang/kekayaan milik 

negara; 

4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan 

dan keprotokolan

  



 

 

 

   BIRO PERENCANAAN 

KEUANGAN DAN 

TATA USAHA 

BAGIAN TATA 

USAHA DAN 

RUMAH TANGGA 

 

     

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Biro Perencanaan, Keuangan Dan Tata Usaha 

 

 

 

BAGIAN 

KEUANGAN 

BAGIAN TATA 

USAHA DAN 

RUMAH TANGGA 

 

BAGIAN 

PERENCANAAN 

DAN PROGRAM 

SUB BAGIAN TU 

KEARSIPAN 

 

SUB BAGIAN 

RUMAH TANGGA 

 

SUB BAGIAN TU 

PIMPINAN 

 

  KASUBAG TU KEARSIPAN 
 

KASUBAG TU PIMPINAN 
 

KASUBAG RUMAH TANGGA 
 

BIRO PERENCANAAN, 
KEUANGAN DAN TATA 

USAHA  
 

KEPALA BAGIAN TURT 
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut, 

Bagian TURT - Biro PKT mempunyai tata kerja 

yang didukung oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, 

dengan tugas melakukan urusan tata 

persuratan, kearsipan, persandian dan 

penggandaan serta urusan perjalanan 

dinas dan penggajian. 

b. Sub Bagian Rumah Tangga, dengan tugas 

melakukan penyusunan rencana 

kebutuhan, urusan pembelian, 

penyimpanan dan penyaluran serta 

pemeliharaan perlengkapan/barang/ 

kekayaan milik negara. 

c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, dengan 

tugas melakukan urusan ketata usahaan 

pimpinan dan keprotokolan. 

 

1.4  SUMBER DAYA MANUSIA  

Untuk mendukung pelaksanaan operasional 

organisasi, sampai dengan 31 Desember 2016 

Bagian TURT - Biro PKT memiliki personel 

berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, 

dengan rincian sesuai table berikut

                                                      

 

 

 

       

            Tabel I.1 Personil Bag. TURT   Tabel I.1 Personil Bag. TURT 

  

 

 

 

 

 

                Gambar I.2 Personil Biro PKT 

 

No Unit Kerja 
Jenjang 

Pendidikan 
Jumlah 
Orang 

> S1 S1 S2 

1. Kabag TURT  - 1 - 1 

2. 
SubBag TU 
Kearsipan  

1 4 - 5 

 - Kasubbag - 1 -  

 - Staf 1 3 -  

3. 
SubBag 
Rumah 
Tangga 

13 4 - 17 

 - Kasubbag - 1 -  

 - Staf 13 3 -  

4. 
SubBag TU 
Pimpinan 

2 5 - 7 

 - Kasubbag  1   

 
- Sekretaris 

Pimpinan 
2 4 -  

 Jumlah -   34 
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1.5  PERAN STRATEGIS BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi selama ini. 

Biro PKT sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dengan menjalankan peran penganggaran, pengelola keuangan, 

urusan ketatausahaan dan penyediaan sarana prasarana. Untuk itu sesuai dengan tugas dan 

fungsinya Bagian TURT - Biro PKT telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan 

tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. 

 

Tabel I.2 

Potensi dan Permasalahan Bagian TURT-Biro PKT 
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II.1 PERENCANAAN STRATEGIS 

Rumusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan 

dan Tata Usaha (PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 

2015-2019 adalah sebagai berikut.  
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VISI :  

Menjamin pelayanan prima dalam 

penyusunan perencanaan, pengelolaan 

anggaran dan tata usaha yang profesional, 

transparan dan akuntabel 

1. Memberikan dukungan layanan 

perencanaan, keuangan, dan tata 

usaha untuk pelaksanaan tugas dan 

fungsi BSN. 

2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN 

MISI :  
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II.2 TUJUAN DAN SASARAN 
 

Tujuan  merupakan  sesuatu  apa  yang  akan  

dicapai  atau  dihasilkan  dalam jangka waktu 

satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi serta didasarkan 

pada isu-isu dan analisis strategis, serta  

mengarahkan perumusan  sasaran,  

kebijakan,  program,  dan  kegiatan  dalam 

rangka  merealisasi  misi.  Tujuan  yang  

dirumuskan  berfungsi  juga  untuk mengukur 

sejauh  mana  visi  dan  misi  Biro PKT telah  

dicapai  mengingat  tujuan dirumuskan 

berdasarkan visi dan misi organisasi. 

 

Rumusan tujuan Biro PKT mulai tahun 2015 

telah dilakukan penyempurnaan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya kualitas layananan 

perencanaan, keuangan, dan 

ketatausahaan dan rumah tangga 

2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang 

berkualitas 

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov 

dalam pelaksanaan Tusi PKT 

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan 

akuntabel 

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja 

BSN 

6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana untuk pelaksanaan 

tugas BSN 

 

 

Hasil penyempurnaan tujuan adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya kualitas layananan 

perencanaan, keuangan, dan 

ketatausahaan dan rumah tangga 

2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana untuk pelaksanaan 

tugas BSN 

 

SASARAN 

Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-

2019 : 

1. Meningkatnya  kualitas  layananan  

perencanaan,  keuangan,  dan 

ketatausahaan dan rumah tangga 

2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang 

berkualitas 

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov 

dalam pelaksanaan Tusi PKT 

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan 

akuntabel 

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja 

BSN 

6. Terpenuhinya  kebutuhan  sarana  dan  

prasarana  untuk  pelaksanaan tugas BSN 
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Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk 

mencapai tujuan Biro PKT berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya good governance dan clean 

government 

2. Terwujudnya perencanaan dan 

monitoring evaluasi yang akurat dan 

akuntabel 

3. Terkelolanya anggaran yang  akurat dan 

akuntabel 

4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha 

dan rumah tangga 

5. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 

prasarana BSN 

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan 

anggaran, sumber daya manusia, tata kelola 

dan organisasi PKT yang profesional. 

II.2  PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang 

dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk 

menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.  

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2016 

telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro PKT sehingga indikator kinerja 

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 juga mengalami perubahan. Berikut adalah 

perbandingan Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2015 dan 2016 berdasarkan sasaran, indikator 

kinerja dan target. 

Tabel II.1 
Perbandingan Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2015 dan 2016 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2015 

1. Tersusunnya dokumen 
perencanaan dan 
monitoring evaluasi 

1. Nilai evaluasi LAKIP (dokumen 
LAKIP)   

B  (predikat) 

2. Jumlah dokumen Renja 1 Dokumen 

 3. Jumlah dokumen RKAKL 1 Dokumen 

 4. Jumlah dokumen Perjanjian 
Kinerja 

1 Dokumen 

 5. Jumlah pelaksanaan Raker 1 Kali 

 
6. Jumlah sosialisasi/ workshop 

perencanaan dan penganggaran 
5 Kali 
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No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2015 

2. Terselenggaranya  

pengelolaan keuangan 

7. Opini BPK atas Laporan Keuangan 
(laporan keuangan) 

WTP (opini) 

  8. Jumlah kebijakan pengelolaan 
anggaran 

1 Kebijakan 

  9. Laporan pengelolaan anggaran 
dan PNBP 

2 Laporan 

  10. Jumlah konsep revisi PP tarif PNBP 1 Dokumen 

  11. Jumlah sosialisasi PNBP 2 kali 

3. Terselenggaranya 
pengelolaan tata usaha dan 
rumah tangga 

12. Jumlah laporan pengelolaan 
barang milik negara 

1 Laporan 

 13. Jumlah Laporan penghapusan 
BMN 

1 Laporan 

  14. Jumlah Laporan penetapan status 
BMN 

1 Laporan 

  15. Jumlah Laporan pengalihan status 
BMN 

1 Laporan 

  
16. Jumlah kebijakan pengelolaan tata 

usaha dan rumah tangga 
1 Kebijakan 

4. Tersedianya sarana dan 
prasarana fisik untuk 
pelaksanaan tupoksi  

 

17. Jumlah sarana dan prasarana yang 

dapat disediakan 762 unit 

 18. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata 

usaha dan rumah tangga 4 kali 

  19. Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan gedung Lab SNSU 1 Dokumen 

   

Tabel II.2 
      Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2016 

Customer Perspectives 

1. Terwujudnya good 
governance dan clean 
government 

1. Tingkat kualitas akuntabilitas 

kinerja BSN 
70 (BB)  (nilai) 

 2. Opini BPK Atas Laporan 

Keuangan     
WTP (opini) 

  3. Indeks kepuasan pegawai 

terhadap layanan PKT 
3,6 (nilai) 
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No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2016 

Internal Process Perspectives 

2. Terwujudnya perencanaan 
dan monitoring evaluasi 
yang akurat dan akuntabel 

4. Jumlah dokumen perencanaan 
dan penganggar 

5 Dokumen 

5. Persentase pengajuan 
anggaran BSN yang 
terakomodasi dalam Pagu 
Indikatif 

80 % 

 6. Persentase penyusunan 
anggaran Unit Kerja yang telah 
Berbasis Kinerja 

100 % 

 7. Persentase Unit Kerja yang 
menyampaikan LAKIP tepat 
waktu  

50 % 

 8. Jumlah revisi anggaran ke 
Kemenkeu 

Maksimal 4 

kali 

 9. Persentase pelaporan kinerja 
dan anggaran tepat waktu 

100 % 

3. Terkelolanya anggaran 
yang  akurat dan akuntabel 

10. Jumlah dokumen pengelolaan 
anggaran  

7 Dokumen 

11. Persentase realisasi anggaran 
BSN      

>95 % 

12. Frekuensi perputaran Uang 
Persediaan dalam setahun 

11 kali 

13. Persentase Rekonsilasi ke KPPN 
yang sesuai dan tepat waktu  

100 % 

 14. Persentase Laporan 
Pertanggungjawaban 
bendahara tepat waktu 

100 % 

  15. Persentase realisasi target 
penerimaan PNBP  

100 % 

4. Terselenggaranya 
pengelolaan tata usaha dan 
rumah tangga 

16. Jumlah dokumen Tata Usaha 
dan Rumah Tangga  

3 Dokumen 

 17. Persentase BMN fisik yang 
dapat ditelusur  

0 % 
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No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2016 

5. Terpenuhinya kebutuhan 
sarana dan prasarana BSN 

 

18. Persentase pemenuhan 
kebutuhan sarana dan 
prasarana untuk pelaksanaan 
tugas BSN  

100 % 

19. Persentase pembangunan dan 

ketersediaan fasilitas Lab. 

Acuan (perencanaan, 

pembangunan, penyediaan 

fasilitas laboratorium)  

40 % 

  20. Persentase penyelesaian paket 
pekerjaan yang di lelang  

100% 

Learning and Growth Perspectives 

6. Meningkatnya kinerja 
sistem pengelolaan 
anggaran, sumber daya 
manusia, tata kelola dan 
organisasi PKT yang 
profesional 

21. Persentase Aparatur Sipil 
Negara (ASN) PKT yang 
meningkat kompetensinya  

100% 

 22. Realisasi anggaran PKT  >95 % 

 23. Jumlah e-governance yang 
mendukung tata kelola PKT  

4 Aplikasi 

 

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT menetapkan 6 (enam) sasaran dimana 

setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan pada setiap pelaksanaannya. Keterkaitan Bagian TURT-Biro PKT dalam melaksanakan 

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel II.3 
Keterkaitan Bagian TURT dengan  

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2016 
  

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2016 

Internal Process Perspectives 

4. Terselenggaranya 
pengelolaan tata usaha dan 
rumah tangga 

16. Jumlah dokumen Tata Usaha dan 
Rumah Tangga  

3 Dokumen 

 17. Persentase BMN fisik yang dapat 
ditelusur  

0 % 



           LAKIP  Bagian TURT- Biro PKT  |  2016  14 

 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Target  
2016 

5. Terpenuhinya kebutuhan 
sarana dan prasarana BSN 

 

18. Persentase pemenuhan 
kebutuhan sarana dan prasarana 
untuk pelaksanaan tugas BSN  

100 % 

19. Persentase pembangunan dan 

ketersediaan fasilitas Lab. Acuan 

(perencanaan, pembangunan, 

penyediaan fasilitas 

laboratorium)  

40 % 

  
20. Persentase penyelesaian paket 

pekerjaan yang di lelang  
100% 

Learning and Growth Perspectives 

6. Meningkatnya kinerja 
sistem pengelolaan 
anggaran, sumber daya 
manusia, tata kelola dan 
organisasi PKT yang 
profesional 

21. Persentase Aparatur Sipil Negara 
(ASN) PKT yang meningkat 
kompetensinya 

100% 

 
22. Realisasi anggaran PKT  >95 % 

 23. Jumlah e-governance yang 
mendukung tata kelola PKT  

4 Aplikasi 

 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT melaksanakan 2 (dua) 

program dan 2 (dua) kegiatan. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut:     

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:  

Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang akan menghasilkan output : 

a. Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi, 

b. Dokumen Pengelolaan Keuangan, 

c. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara, 

Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian TURT - Biro PKT melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengelola Barang Milik Negara (BMN) 

2. Menyusun Dokumen Penetapan Status 

3. Menyusun Laporan Barang Milik Negara 

4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola BMN 

5. Melakukan Proses Penghapusan Barang Milik Negara 



15  LAKIP  Bagian TURT- Biro PKT  |  2016  

 

d. Laporan Tata Usaha Perkantoran, 

Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian TURT - Biro PKT melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tata usaha kearsipan dan pimpinan 

2. Melaksanakan tata usaha perkantoran 

e. Layanan Perkantoran. 

Dalam rangka menghasilkan output ini, Bagian TURT - Biro PKT melaksanakan komponen 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Pembayaran gaji dan tunjangan 

2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 

3. Renovasi gedung dan bangunan 

II.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, melalui kegiatan: 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN, yang akan menghasilkan output Fasilitasi Sarana 

dan Prasarana Pengembangan Standardisasi. 
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III.1   CAPAIAN KINERJA 

 

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk 

mewujudkan visi dan misi, maka telah ditetapkan sasaran dan 

target kinerja Biro PKT khususnya pada Bagian Tata Usaha Rumah 

Tangga (Bag. TURT). Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian 

kinerja Bagian TURT tahun 2016 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing 

indikator kinerja. 
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                        TUJUAN : 
TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN TATA USAHA  

DAN  
RUMAH TANGGA 

III.2 ANALISA  CAPAIAN KINERJA  
 

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada tahun 2016, telah melaksanakan seluruh 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bagian TURT. Analisa capaian penetapan kinerja 

Bagian TURT adalah sebagai berikut: 

    1 

 

                         INDIKATOR KINERJA : 

1. JUMLAH DOKUMEN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 

2. PRESENTASE BMN YANG DAPAT DITELUSURI 
 

 

 

1. Jumlah Dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga 

a. Laporan pelaksanaan tata usaha kearsipan dan pimpinan 
 

Sebagai instansi yang memiliki 

tugas pokok mengembangkan dan 

membina kegiatan standardisasi di 

Indonesia, BSN sudah pasti harus 

berhubungan dengan berbagai 

pihak yang terkait. Guna 

mendukung terciptanya 

pengelolaan yang akuntable dalam 

proses pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, dilakukan melalui 

komunikasi resmi atau surat – 

menyurat. Pengelolaan tata  

persuratan dilakukan oleh bagian 

tata usaha rumah tangga (TURT) 

yang memiliki tugas dalam 

melaksanakan tata usaha 

kearsipan dan pimpinan. 

Dalam rangka peningkatan kompetensi 

dan profesionalisme sekretaris dan 

arsiparis sebagai personil yang 

berhubungan langsung dalam alur 

pengelolaan tata persuratan di BSN, 

Bagian TURT telah melaksanakan 

Bimbingan Teknis Kompetensi Sekretaris 

yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 

Desember 2016 dengan narasumber dari 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

selaku instansi  pembina kearsipan 

nasional dan pakar komunikasi 

perguruan tinggi London School of Public 

Relation (LSPR). 
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Pengelolaan perjalanan dinas sebagai agenda pimpinan dalam menghadiri rapat dan 

acara resmi serta kunjungan kedinasan di dalam dan luar negeri juga merupakan salah 

satu tugas yang dilaksanakan oleh bagian TURT. Perjalanan dinas dalam negeri pimpinan 

yang telah dilaksanakan sebanyak 97 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

453.236.971. Untuk perjalanan dinas luar negeri pimpinan sebanyak 97 kali dengan 

jumlah 170 delegasi Republik Indonesia, dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 

Rp. 740.485.475. Adapun pengelolaan perjalanan dinas luar negeri pimpinan meliputi 

pengurusan surat ijin Sekretaris Negara, exit permit yang digunakan dalam pengurusan 

paspor dan visa negara yang dituju. Beberapa negara yang dituju diantaranya 34 negara 

di Benua Eropa, 55 negara Benua Asia, 7 negara di Benua Amerika. 

 

                           Gambar. 3.2 
                           Rincian Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2016 

 

b. Laporan Pelaksanaan Rumah Tangga 

 

Sebagai salah satu bagian dalam Biro PKT yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administratif kepada seluruh pegawai BSN untuk 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing 

unit kerja. Layanan pelaksanaan rumah tangga 

diantaranya meliputi operasional tata usaha perkantoran, 

operasional unit layanan pengadaan (ULP). 
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Dukungan operasional tata usaha 

perkantoran yang dilakukan seperti alat 

tulis kantor, sewa kendaraan operasional 

dan pimpinan, sewa AC standing, sewa 

gudang serta mendukung penyelenggaraan 

Seminar Nasional Bulan Mutu Nasional 

yang dilaksanakan pada tanggal 16 

November 2016. 

 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 

54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BSN 

berkewajiban membentuk Unit Layanan 

Pengadaaan (ULP). Kegiatan operasional 

ULP BSN yang dilaksanakan pada tahun 

2016 melalui Bimbingan Teknis E-

Purchasing dan Sirup pada tanggal 27 Juli 

2016 dan Bimbingan Teknis Evaluasi 

Pemilihan Penyedia dan Penyusunan 

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah   yang dilaksanakan pada 

tanggal 1 s.d 2 Desember 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Laporan penyelenggaraan operasional dan 

pemeliharaan perkantoran 

 

Merupakan tugas bagian tata usaha dan 

rumah tangga untuk menyediakan data 

pegawai untk keperluan pembayaran gaji 

dan tunjangan pegawai BSN yang dilakukan 

setiap bulannya. Pencapaian realisasi 

anggaran untuk pembayarann gaji dan 

tunjangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 

44.290.149.917. 

 

Penyelenggaraan operasional perkantoran 

diperuntukan untuk keperluan sehari-hari 

perkantoran yang rutin untuk dibayarkan 

diantaranya biaya langganan telepon, 

listrik, dan jaringan internet, pembayaran 

jasa tenaga outsourching yang berada di 

gedung 1 BPPT dan gedung Menara 

Thamrin. Selain itu juga digunakan dalam 

pemeliharaan peralatan kantor dan 

kendaraan dinas. Di tahun 2016 

pemeliharaan gedung dan bangunan yang 

telah selesai dilaksanakan berupa renovasi 

toilet pada gedung 1 BPPT lantai 10 – 14,  

renovasi ruang rapat lantai 9 gedung 1 

BPPT, dan juga perbaikan pada pendingin 

ruangan (AC) gedung 1 BPPT lantai 9 – 14. 
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2. Presentase Barang Milik Negara yang dapat ditelusuri 

 
Barang milik negara (BMN) merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari 

Keuangan Negara sebagaiman tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Sebagai pencapaian indikator kinerja, 

pada tahun 2016 telah disusun dan 

disampaikan kepada pengelola barang 

laporan BMN tahun 2016 senilai Rp. 

28.692.764.344 dan laporan BMN 

semester I tahun 2016 sebesar Rp. 

27.385.788.104 sedangan untuk 

laporan BMN semester II tahun 2016 

sebesar Rp 28.692.764.344  

 
Pada tahun 2016, BSN telah 

melaksanakan proses penetapan status 

oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Lelang Jakarta III (KPKNL Jakarta 

III) terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan 

dinas roda 4, 1 (satu) unit workstation, 

1 (satu) unit mesin cetak, 1 (satu) unit 

transpormator (trafo) dengan total nilai 

perolehan Rp.2.476.620.590. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penghapusan Barang Milik Negara, maka 

BMN yang kondisi secara fisik tidak dapat 

digunakan karena rusak dan tidak 

ekonomis apabila diperbaiki dan juga telah 

melampaui batas waktu kegunaannya/ 

kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan.  

Tahun 2016 BSN telah melakukan tindakan 

penghapusan BMN dari daftar barang 

diantaranya berupa 40 unit alat kantor 

dengan rincian 7 (tujuh) unit personal 

computer, 13 (tiga belas) unit notebook, 16 

(enam belas) unit laptop, 3 (tiga) unit kursi 

besi, 1 (satu) unit televisi dengan nilai 

perolehan Rp. 542.195.933. 

 
Penghapusan BMN merupakan salah satu 

cara dalam pengoptimalan penertiban 

penatausahaan BMN oleh petugas BMN 

sehingga pencapaian presentase BMN 

yang dapat ditelesuri pada tahun 2016 

sebesar 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LAKIP  Bagian TURT- Biro PKT  |  2016  22 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN 

Perlunya dukungan fasilitas perkantoran 

dalam menjalankan tugas rutin BSN 

dalam kualitas dan kuantitas yang baik, 

sehingga diperlukan dukungan sarana 

dan prasarana dalam peningkatan 

kualitas dan serta pelayanan prima. Pada 

tahun 2016, BSN telah mengalokasi 

anggaran sebesar Rp. 4.405.196.000 

untuk peningkatan sarana dan prasarana 

fisik dengan target tersedianya 178 unit 

terdiri dari: 

1. Kendaraan dinas operasional roda 

empat sebanyak 12 unit 

2. Perangkat pengolahan data dan 

informasi sebanyak 46 unit 

meliputi printer, LCD, switch hub, 

voice recorder, AC. 

 

3. Peralatan dan fasilitas perkantoran 

sebanyak 120 unit meliputi lemari 

kayu, kursi roda, kursi besi, 

furniture ruang rapat, furniture 

ruang kerja, furniture ruang tamu. 

Dari anggaran tersebut target penyediaan 

sarana dan prasarana perkantoran sesuai 

kebutuhan telah mencapai realisasi  

sebanyak 178 unit atau dengan pencapaian 

100% meliputi 12 unit kendaraan dinas 

operasional roda empat, 46 unit perangkat 

pengolahan data dan informasi dan 120 unit 

peralatan fasilitas perkantoran.  

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA : 

1. PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA 

UNTUK PELAKSANAAN TUGAS BSN pelaksanaan tugas BSN 

2. PRESENTASE PEMBANGUNAN KETERSEDIAAN FASILITAS LAB. ACUAN 

(PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENYEDIAAN FASILITAS LAB.) 

3. PRESENTASE PENYELESAIAN PAKET PEKERJAAN YANG DILELANG 

 

TUJUAN : 

TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA 2 



 

 

 

2. Presentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Laboratrium Acuan  

 

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 

yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian 

merencanakan untuk membangun Laboratorium Acuan Metrologi yang berada di kawasan 

PUSPITEK Serpong, Tangerang. Urgensi dibangunnya laboratorium SNSU diantaranya untuk 

menghadapi globalisasi, termasuk MEA, negara-negara anggota ASEAN telah 

mengembangkan National Metrology Institute yang terintegrasi dan mencakup seluruh jenis 

besaran yang dibutuhkan oleh sektor produksi nasionalnya dan belum tersedianya Standar 

Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang diakui kebenarannya sesuai persyaratan internasional. 

 

Pada tahun 2016 BSN telah mengalokasikan anggaran sebesaR Rp. 100.000.000.000 untuk  

pembangunan konstruksi fisik laboratorium SNSU yang merupakan lanjutan dari tahapan 

perencanaan di tahun 2015 dengan presentase pencapaian pembangunan sebesar 40%. 

Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2016, rencana pembangunan 

konstruksi fisik laboratrium SNSU ditunda, sehingga kelanjutan pembangunannya akan 

ditinjau kembali prosesnya pada tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Gambar 3.4  
                                                                                     Gedung Laboratrium SNSU  

 



 

 

 

3. Presentase penyelesaian paket pekerjaan yang di lelang 

 

          Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Inpres Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka BSN melalui Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkewajiban melakukan pengadaan 

yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel. 

 

Rencana paket lelang pengadaan barang dan jasa pada tahun 2016 di lingkungan BSN terdiri dari 

14 (empat belas) paket pekerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.335.444.000. Dengan 

kebijakan efisiensi anggaran, 3 (tiga) paket pekerjaan lelang dibatalkan dan 11 (sebelas) paket 

pekerjaan lelang telah diselesaikan atau dengan presentase pencapaian sebesar 100%. 

 



 

 

 

 

 

 

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN SEKTOR  

 

ESDM SUB EKTOR EBTKE DALAM  

 

 

1. Presentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT Yang Meningkat 
 
Berikut adalah beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh bagian TURT untuk 

peningkatan kompetensi ASN bagian TURT, di antaranya : 

1. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa 

2. Sosialisai Tertib Berlalu Lintas Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan 

Nomor Satu 

3. Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional  

4. Workshop Peningkatan Kompetensi Sekretaris di Lingkungan BSN 

 
 

 

 

 

TUJUAN : 

MENINGKATNYA KINERJA SISTEM PENGELOLAAN ANGGARAN,  

SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA DAN ORGANISASI  

PKT YANG PROFESIONAL 

               INDIKATOR : 

1. PRESENTASE APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PKT YANG MENINGKAT 

KOMPETENSINYA 

2.  REALISASI ANGGARAN PKT 

3. JUMLAH E-GOVERNANCE YANG MENDUKUNG TATA KELOLA PKT 



 

 

 

2. Realisasi Anggaran Bag. TURT 
 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, pada tahun 2016 ini Bagian TURT didukung 

oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)      Tahun 2016. 

Berdasarkan DIPA No. SP.DIPA.084.01.1.613104/2016 

tanggal 7 Desember 2015,  pagu anggaran Bagian 

TURT sebesar Rp.70.706.666.000,- dan realisasi 

anggaran Bagian TURT Tahun 2016 adalah sebesar Rp 

69.885.438.022,- atau sebesar 98.83%. Pagu dan 

realisasi anggaran Bagian TURT Tahun 2016 dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

  

 

 

 

 

            Gambar 3.6  
    Grafik Realisasi Anggaran 

Bag. TURT tahun 2016 

 

 

 

 

 

                                                      
Gambar. 3.7 

                     Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian TURT 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

3.  Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PKT 
 

Aplikasi yang telah dibangun oleh Bagian TURT terdiri dari Kantaya dan Sistem Tata 

Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Kantaya merupakan aplikasi yang digunakan dalam 

pemesanan ruang rapat yang ada di 

lingkungan BSN. Aplikasi tersebut dibangun 

dengan tujuan terciptanya tata kelola yang 

baik pada Biro PKT sebagai penanggung 

jawab penggunaan sarana dan prasarana.  

 
Tata naskah dinas elektronik (TNDE) 

merupakan aplikasi yang dibangun sebagai 

sistem dalam persuratan di lingkungan BSN. 

Penggunaan aplikasi ditujukan dari Kepala BSN hingga eselon IV sebagai media dalam 

disposisi surat, pencatat surat masuk dan keluar dan juga sebagai penyimpanan arsip 

dalam bentuk elektonik, sehingga memudahkan dalam pencarian.  
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Laporan Kinerja Bagian TURT Tahun Anggaran 2016 merupakan 

media perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian 

pelaksanaan  visi  dan    misi  Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata 

Usaha  mengacu  pada  Rencana  Strategis  Tahun 2010-2016.   

Penyusunan  Laporan Kinerja   ini mengacu pada Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dan  Peratruran Menteri PAN dan RB Nomor 53 

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Secara  umum  pencapaian  sasaran  strategis  yang  telah  ditetapkan 

dalam tahun  2016  telah  sesuai  dengan yang  ditargetkan.  Namun, 

masih ada  beberapa sasaran  strategis  yang masih belum mencapai 

target yang ditentukan.  
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